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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat
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S.H., M.H.

Objek Penelitian (jenismaterial yang akan diteliti dan segi penelitian) :

Penelitian ini menggunakan hukum normatif (normative law research) dan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji UUJN dan
Permenkumham No. 60/2016. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan
sebagai norma atau kaidahyang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku
setiap orang.

Masa Pelaksanaan

Mulai - bulan Maret tahun2021

Berakhir - bulan September tahun2021

UsulanBiaya : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) Labkum (Lab Bantuan Hukum)

Instansi lainyangterlibat (jika ada, dan uraikan apakontributornya) :

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Dirjen-AHU Kemenkumham) sebagai unit pelaksana teknis
dan instatansi pemerintah yang bertanggung jawab mewakili serta mengurus proses
pendaftaran akta wasiat untuk kepentingan orang yang karena hukum atau
putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri  kepentingannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan
fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek). Menambah kontribusi ilmu kepada
Notaris tentang disiplin dan tertib administrasi, khususnya pada pelaporan daftar akta atau daftar nihil pada Pusat Daftar
Wasiat sesuai undang-undang yang berlaku.

Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan
tahun rencana publikasi)

Jurnal nasional terakreditasi : Jurnal “Masalah-Masalah Hukum” Universitas Diponegoro, atau “Jurnal Media
Hukum” Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Rencana Publikasi di pertengahan tahun 2021
atau selambat-lambatnya akhir tahun 2021.
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RINGKASAN

Pada mulanya dalam proses kehidupan manusia yakni peristiwa saat dilahirkan, perkawinan, dan
meninggal dunia tidak akan terlepas dari hukum. Bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih,
untuk mengumpulkan atau memiliki harta benda tentu bukanlah sesuatu yang sulit. Harta yang
telah dikumpulkan semasa hidup, tentunya tidak akan dibawa mati. Setiap manusia yang hidup di
dunia tidak dipungkiri akan mengalami peristiwa kematian dan mengarah kepada problematika
perihal kewarisan. Dalam pewarisan, beralihnya harta warisan dapat ditentukan oleh pewaris jika
kelak pewaris meninggal dunia. Pembuatan testamen dilakukan agar kelak harta peninggalan yang
ditinggalkan dapat digunakan berdasarkan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Dalam hukum perdata di Indonesia tidak menentukan apakah Surat Wasiat harus dibuat dalam
bentuk akta dibawah tangan atau akta autentik. Pada praktiknya Surat Wasiat biasa dibuat dalam
bentuk akta autentik. Hal ini penting untuk pembuktian, karena akta autentik memiliki kekuatan
bukti yang sempurna. Meskipun Akta Wasiat dibuat dibawah tangan, itupun masih meminta izin
kepada Notaris yang akan menyimpan, membuatkan akta penyimpanannya, dan mendaftarkan
Akta Wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU-Kemenkumham). Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat
Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (Permenkumham No.
60/2016), yang mengatur bahwa Notaris berkewajiban untuk melaporkan/mendaftarkan wasiat dan
waris ke Daftar Pusat Wasiat Dirjen AHU-Kemenkumham. Berkaitan dengan pewarisan,
penerbitan Surat Keterangan Wasiat tidak jarang memiliki problematika tersendiri.

Tujuan penelitian, menginventaris kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum
pelaporan akta wasiat sebagai sumber penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Diharapkan dapat
mengetahui alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat,
serta akibat hukum problematika tersebut. Penelitian ini menggunakan hukum normatif (normative
law research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji UUIN dan
Permenkumham No. 60/2016. Pengumpulan data akan dilakukan melalui inferview dan focus
group discusion dengan para Notaris, pihak Dirjen AHU-Kemenkumham Provinsi Lampung,
Pengurus Wilayah Notaris Provinsi Lampung, Pengawas Notaris, dan masyarakat sehir}gga
mendapat jawaban dari pokok permasalahan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisamkan
data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang pernting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kej_Jad.a orang
lain. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif, yang
analisis datanya diambil dari sumber hukum tertulis dengan teknik pengumpulan data yang
bermacam-macam. Urgensi penelitian adalah mengembangkan instrumen hukum dan
engopti peran Notaris dalam disiplin administrasi khususnya dalam Pelaporan Aiwﬂ
sumber penerbitan Surat Keterangan Wasiat. _. 4
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih, untuk mengumpulkan atau memiliki harta benda
tentu bukanlah sesuatu yang sulit. Harta yang telah dikumpulkan semasa hidup, tentunya tidak
akan dibawa mati. Pada umumnya, harta dari seseorang yang telah meninggal dunia akan jatuh
kepada keluarga dan orang terdekatnya, hal ini diatur dalam hukum waris. Tidak jarang harta
waris menjadi sumber masalah yang muncul dalam ahli waris ketika Pewaris telah meninggal
dunia, permasalahan biasanya berupa konflik perebutan harta waris dalam pembagian yang
dilakukan oleh para ahli waris. Sangat penting Pewaris membuat Akta Wasiat sebelum
meninggal dunia supaya harta peninggalan pewaris bisa terjaga dan terhindar dari perebutan harta

oleh para ahli waris.

Akta Wasiat berisi tentang amanat dan pernyataan tegas dari Pemberi Wasiat apabila telah
meninggal dunia tentang harta kekayaan yang dimilikinya, kepada siapa harta kekayaan tersebut
akan diberikan, termasuk pengaturan pemakaman, pembahasan mengenai pembagian harta, dan
menunjuk pihak lain untuk dibahas wasiatnya itu. Hal ini penting untuk diketahui oleh keluarga
dan orang terdekat yang ditinggalkan. Pemberi Wasiat bisa juga membagikan hartanya kepada
pihak lain, seperti yayasan atau panti asuhan, sehingga pengelolaan harta yang ditinggalkan akan

lebih jelas.

Surat wasiat hanya dinyatakan boleh baik dengan suatu akta tertulis sendiri atau olograpis, baik
dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup. Meskipun surat wasiat harus dibuat dalam
bentuk akta, hukum perdata tidak menentukan apakah harus dibuat dalam bentuk akta dibawah
tangan (dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemberi Wasiat) atau akta otentik (dibuat oleh dan
dihadapan Notaris). Pada praktiknya surat wasiat biasa dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal ini

penting untuk pembuktian, karena akta otentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna.



Meskipun Akta Wasiat dibuat dibawah tangan, itupun masih meminta izin kepada Notaris yang
akan menyimpan, membuatkan akta penyimpanannya, serta mendaftarkan Akta Wasiat kepada
Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut
Dirjen AHU-Kemenkumham). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
(UUJN) serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Akta Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat

Keterangan Wasiat Secara Elektronik (Permenkumham No. 60/2016).

Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia harus
disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang mana dalam daerahnya dari warisan yang
telah jatuh meluang, Balai harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan
dan pembukaan surat wasiat sepertipun dari keadaan dalam mana surat wasiat itu berada, untuk

mengembalikannya kepada Notaris.

Jika mencermati ketentuan undang-undang terkait khususnya UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf h dan
I, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan
melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Daftar
Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan Dirjen AHU-Kemenkumham, meskipun tidak ada
kewajiban untuk membuat laporan kepada Balai Harta Peninggalan, namun pada kenyataannya
Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris info tembusan laporan wasiat umum yang
dimaksud. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Keterangan Wasiat sebagai surat
tanda bukti yang berisi subjek hak atau ahli waris yang berhak atas warisan dari Pewaris tidak
dapat dipisahkan. Berkaitan dengan pewarisan, kedua surat tersebut tidak jarang memiliki

problematika tersendiri.



1.

. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus pada 2 (dua) hal mendasar, yaitu :
Faktor-faktor yang menjadi alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh
Daftar Pusat Wasiat.

Akibat hukum dari problematika tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh
Daftar Pusat Wasiat.

Ruang Lingkup
Penelitian ini membahas konsep penegakan hukum terhadap kelalaian Notaris yang tidak
mengirimkan atau terlambat mengirimkan Daftar Wasiat melewati batas waktu.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menginventaris kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi

dasar hukum pelaporan akta wasiat sebagai sumber penerbitan Surat Keterangan Wasiat, serta

mencapai beberapa tujuan penelitian, diantaranya mengetahui hal-hal sebagai berikut :

a.

2.

Faktor-faktor yang menjadi alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh
Daftar Pusat Wasiat.
Akibat hukum dari problematika tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh
Daftar Pusat Wasiat.

Manfaat Penelitian

Dalam hal diperolehnya data yang relevan terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan melalui

penelitian ini, diharapkan permasalahan seperti yang dikemukakan di atas dapat dicari

jawabannya secara tepat dan komprehensif, serta dapat memberikan manfaat baik dari dari segi

teoritis maupun segi praktis.



a.

Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mengembangkan instrumen hukum dan

mengoptimalkan peran Notaris dalam disiplin administrasi, menjaga amanah yang diberikan

dalam menjaga rahasia isi Akta Wasiat, penyimpanan Akta Wasiat, penyampaian isi Akta Wasiat

kepada keluarga si Pemberi Wasiat setelah si Pemberi Wasiat meninggal dunia, dan melakukan

pelaporan Akta Wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Dirjen AHU-Kemenkumham. Diharapkan

melalui semua kebijakan dan peraturan pemerintah perihal Pelaporan Akta Wasiat, maka akan

berakibat sebagai berikut :

1)

2)

3)

1)

2)

3)
4)

Akibat hukum yang terjadi akan membantu meningkatkan sikap disiplin Notaris dalam tertib
administrasi, khususnya perihal melakukan Pelaporan Akta Wasiat ke Pusat Daftar Wasiat.
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi hukum pada umumnya,
khususnya dalam lingkup hukum perdata untuk memberikan pemahaman mengenai Urgensi
Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Daftar
Pusat Wasiat.

Upaya pelatihan dan pengembangan wawasan keilmuan.

Manfaat Praktis

Berkurangnya faktor-faktor yang menjadi alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan
Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat.

Memberikan kontribusi atau meningkatkan kesadaran hukum bagi Notaris agar senantiasa
bertanggung jawab dalam melakukan pendaftaran akta wasiat pada pusat daftar wasiat.
Memberikan manfaat yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas.

Sumber informasi dan bacaan bagi para pihak yang memerlukan.



BAB Il. LANDASAN TEORI

A.  Notaris

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN),
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan
undang-undang lainnya. Sering kali masyarakat menyebut Surat yang dikeluarkan oleh Notaris
sebagai Akta, padahal surat yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah Akta, tapi tetap hanya
surat yang tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris biasa mengeluarkan surat untuk
kepentingan administrasi dan surat menyurat, seperti surat keterangan (cover note), surat
laporan mengenai wasiat ke Kemnkumham, dan sebagainya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Salah satu akta otentik yang dibuat di hadapan
Notaris sebagai pejabatumum adalah Akta Wasiat.

Nama notariat berasal dari nama pengabdinya, yaitu notaries, akan tetapi apa yang
dimaksudkan dengan nama notaries dahulu tidaklah sama dengan notaris yang dikenal
sekarang ini. Notarius adalah nama yang pada jaman Romawi diberikan kepada orang-orang
yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam bukubuku hukum dan tulisan-tulisan Romawi
klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title notarius untuk menandakan golongan
orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan tulis-menulis.' Notaris merupakan perpanjangan
tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan
kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang

hukum perdata.

Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan
berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Notaris diharapkan dapat

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum,

L R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan, Cetakan ke-2. Jakarta : Raja Grafindo

Persada. HIm. 13.
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khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan
hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan

sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.?

Notaris merupakan sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan
hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai
saksi penandatanganan sebuah dokumen. Bentuk profesi seorang notaris juga berbeda-beda
tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris sudah ada pada abad ke 2-3 masa romawi
kuno, dimana pada masa tersebut dikenal sebagai tabellius, scribae, atau notarius yang
bertugas untuk mencatat sebuah pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya,
notarius, yang kemudian menjadi sebuah titel bagi seorang penulis cepat atau stenografer.’
Notaris termasuk salah satu profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris tidak ditempatkan di
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga
Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum atas permintaan kliennya.
Dalam melakukan tindakan dan penyuluhan hukum tersebut, Notaris juga tidak boleh bersikap
memihak, karena Notaris memiliki posisi netral dan tugas sejati seorang notaris untuk
mencegah terjadinya masalah.

Pasal 2 ayat 1 Kode Etik lkatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat Kode Etik INI)
menyebutkan bahwa Notaris Dalam Menjalankan Tugas jabatannya menyadari kewajibannya,
bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya
tertulis dalam Pasal 3 ayat 1 Kode Etik INI bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-

baiknya.*

Adapun kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

Santia Dewi, dan R.M. Fauwas Diradja. 2011. Panduan Teori Dan Praktik Notaris. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. HIm. 8
https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/
% E.Y. Kanter. 2001. Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius. Jakarta : Storia Grafika. HIm. 150.


https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan
dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian
sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

Sering kali masyarakat menyebut bahwa surat yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai akta,
padahal surat yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah akta, tapi tetap hanya surat yang tidak
memiliki kekuatan hukum. Notaris biasa mengeluarkan surat untuk kepentingan administrasi
dan surat menyurat, seperti surat keterangan (cover note), surat laporan mengenai wasiat ke
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan sebagainya. Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan bahwa suatu akta autentik
ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan
pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Salah satu akta autentik

yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum adalah Akta Wasiat.

B. Akta Wasiat

Berdasarkan Pasal 874 KUHPdt, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah
kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai
lain dengan surat wasiat. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa ada kemungkinan suatu harta
peninggalan diwariskan berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang-undang. Pasal 875
KUHPdt, surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang
dikehendakinya akan terjadi setelah wafat. Surat wasiat adalah suatu akta, suatu keterangan

yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.’

5. Aprilianti, Rosida Idrus. 2015. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung. HIm. 15.
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Menurut Pasal 1867 KUHPdt suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di
tempat akta itu dibuat. Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat
oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti
dalam proses hukum.® Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan dengan akta
adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya)
resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau
pejabat pemerintah yang berwenang.’

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu :

1. Surat tanda bukti.

2. lsinya pernyataan resmi.

3. Dibuat menurut peraturan yang berlaku.

4. Disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Akta adalah surat tanda bukti tertulis, yang berisi pernyataan resmi dari para pihak maupun di

muka dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dibuat berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur akta dalam definisi ini, meliputi :

1. Surat tanda bukti tertulis.

2. Berisi pernyataan resmi para pihak maupun di muka dan di hadapan pejabat.

3. Pembuatan dan penyusunannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pernyataan resmi para pihak di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang merupakan

pernyataan para pihak yang dinyatakan kepada pejabat yang berwenang untuk itu. Pernyataan

ini dituangkan dalam bentuk akta autentik, baik akta autentik yang dibuat oleh pejabat maupun

dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat. Pejabat yang berwenang membuat akta autentik

adalah notaris dan pejabat lainnya.?

6. Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2006. Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understandingl
(MOU). Jakarta : Sinar Grafika. HIm. 29.

7. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. HIm. 17.

8. Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. op.cit. HIm. 30-31.



Peraturan perundang-undangan telah menentukan ada beberapa tindakan hukum atau perjanjian

yang wajib dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu (Notaris) yang secara formal wajib

mengikuti bentuk tertentu, dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna. Perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di hadapan Notaris, antara lain :

© o N o g Bk~ w D PE

N
= O

12.
13.
14.

Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek.

Pencabutan pencegahan perkawinan.

Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya.

Kuasa melangsungkan perkawinan.

Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya.

Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta.
Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah.

Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang.

Pengakuan anak luar kawin.

. Pengangkatan wali.

. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk/di antaranya penyimpanan wasiat umum,

wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis,
pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya.
Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan.

Berbagai hibahan.

Protes Non-Pembayaran/akseptasi.”

Surat wasiat dibuat sebelum pewaris meninggal dunia yang pelaksanaannya setelah pewaris

meninggal dunia. Biasanya harta warisan itu diberikan kepada ahli waris atau orang lain yang

menyimpang dari ketentuan undang-undang atau pembagian menurut hukum. Baik tanpa alasan

maupun dengan alasan apa saja, si pewaris dapat mencabut surat wasiat yang telah dibuatnya.

Hal ini disebabkan karena wasiat adalah keinginan atau pernyataan sepihak sehingga setiap saat

wasiat dapat ditarik kembali oleh pembuatannya.®

9.
10.

Habib Adjie. 2011. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung : Refika Aditama. HIm. 28.
Mulyadi. 2012. Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat. Semarang : Universitas Diponegoro. HIm. 3.



Wasiat sendiri terdiri dari jenis dan bentuk yang berbagai macam. Dilihat dari isinya, wasiat

terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu wasiat yang berisi erfstelling (wasiat pengangkatan waris)

dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) yang dapat disebut legaat. Adapun dilihat dari

bentuknya, wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis sendiri (Olographis Testament), wasiat

umum (Openbaar Testament), wasiat rahasia atau testament tertutup (Geheim), pembuatan

testament di luar negeri dan pembuatan testament dalam keadaan luar biasa.™

Unsur-unsur Surat Wasiat, sebagai berikut :

1.

Surat wasiat merupakan suatu akta dengan syarat bahwa suatu surat wasiat harus berbentuk
suatu tulisan (suatu yang bentuk tertulis). Hukum waris yang berkenaaan dengan surat
wasiat tidak mengikuti asas hukum perjanjian, karena pada asasnya perjanjian itu
bentuknya bebas (overeekomsten zijn vormvrij) dengan demikian surat wasiat dapat dibuat
di bawah tangan maupun dengan akta autentik.

Surat wasiat adalah berisi pernyataan kehendak yang berarti merupakan suatu tindakan
hukum sepihak. Tindakan itu suatu pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk
timbulnya akibat hukum yang dikenhendaki. Jadi surat wasiat bukan merupakan suatu
perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya sepakat mereka yang mengikatkan
diri, yang berarti harus ada dua kehendak yang saling bertemu.

Kata-kata “apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”berarti bahwa surat wasiat baru
berlaku jika pembuatnya telah meninggal dunia, oleh karena itu suatu surat wasiat disebut
kehendak terakhir. Setelah pembuat surat wasiat telah meninggal maka wasiatnya tidak
dapat diubah lagi.

Kata-kata “surat wasiat dapat dicabut kembali” syarat ini penting karena inilah yang pada
umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam
Bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain. Pewarisan dengan surat wasiat tidak
mengenal penggantian tempat (plaatsvervulling) akibatnya adalah kalau seorang yang
sedianya mendapat warisan berdasarkan wasiat itu meninggal dunia lebih dahulu dari
pewaris maka surat wasiat itu tidak dapat dilaksanakan (gugur). Hal tersebut dikarenakan
adanya syarat atau asas yang sama dengan yang berlaku pada umumnya mewaris
berdasarkan ab-intestato yaitu orang yang akan menikmati surat wasiat harus telah ada dan

masih ada pada waktu pewaris meninggal dunia.*?

11.
12.

Maman Suparman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta : Sinar Grafika. HIm. 42.
Aprilianti dan Rosida Idrus. 2015. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
Bandar Lampung : Justice Publisher. HIm.88
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Setiap jenis dan bentuk wasiat dapat dibuat baik dalam akta autentik di hadapan pejabat resmi
atau akta bawah tangan. Dalam hal ini pejabat resmi yang berwenang membuat Akta Wasiat
adalah Notaris. Pasal 931 KHPdt menyebutkan bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat dengan
akta olografis (ditulis tangan sendiri), atau akta umum, atau akta rahasia (akta tertutup).

1.2.1 Akta Olografis

Berdasarkan Pasal 932 KUHPdt, wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan
ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk
disimpan. Dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta
penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu
harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas
tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan
Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan
tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris
tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya,
karena suatu halangan yang timbul setelah penandatangan wasiat atau sampulnya, Notaris harus
membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta

tersebut.*®

1.2.2 Akta Umum

Pasal 938 KUHPdt menjelaskan bahwa wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan
Notaris dan 2 (dua) orang saksi. Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak
pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris
kepadanya. Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya
telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa
adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris. Sesudah itu
wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu,
olen Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat
kehendaknya. Bila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan
langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di atas harus

dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh

13. Yurika Florin Candrata. 2009. Tesis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisa Kasus
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387.PK/Pdt/2007). Depok : Magister Kenotariatan Universitas
Indonesia. HIm. 31
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pewaris, Notaris dan saksi-saksi. Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan
penandatanganan, atau bila dia terhalang dalam hal itu maka juga pernyataan itu dan sebab
halangan harus dicantumkan dalam Akta Wasiat itu. Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal

itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat itu.**

1.2.3 Akta Rahasia

Berdasarkan Pasal 940 KUHPdt, apabila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau
rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang
menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-
penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup
dan disegel. Pewaris juga harus menyampailkannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada
Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam Kkertas
tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau
ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan
mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik
olen pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat
menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan
wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu. Semua formalitas tersebut di atas harus
dipenuhi, tanpa beralih kepada akta lain. Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan

di antara surat-surat asli yang ada pada Notaris yang telah menerima surat itu.*

C. Surat Keterangan Wasiat

Pada Pasal 1 (ayat 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan
Wasiat Secara Elektronik (Permenkumham No. 60/2016) menyebutkan bahwa Surat
Keterangan Wasiat adalah surat yang isinya menerangkan tentang terdaftar atau tidak terdaftar
akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat.
Surat Keterangan Wasiat dapat berupa keterangan tidak terdaftar atau terdaftar akta Wasiat atas
nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. Setiap permohonan Surat Keterangan
Wasiat wajib dilakukan pemeriksaan oleh Daftar Pusat Wasiat. Dalam hal hasil pemeriksaan
Surat Keterangan Wasiat dinyatakan lengkap, Direktur Perdata menerbitkan Surat Keterangan
Wasiat.

14. Ibid. HIm.32
15. Ibid. HIm.32
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Pasal 12 dan Pasal 13 Permenkumham No. 60/2016 menyebutkan bahwa Surat Keterangan

Wasiat diajukan Pemohon secara elektronik kepada Daftar Pusat Wasiat melalui laman resmi

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemohon mengisi format isian yang memuat

paling sedikit, sebagai berikut :

a. ldentitas Pemohon;

b. Data dari kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala
desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya;

c. data penetapan ganti nama, dalam hal orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya
memiliki dokumen tentang ganti nama; dan

d. Tanggal pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas nama orang yang dimohonkan
keterangan wasiatnya.

Dalam mengajukan permohonan, pemohon melampirkan dengan mengunggah dokumen

persyaratan paling sedikit, sebagai berikut :

a. Asli atau fotokopi sesuai dengan asli dari kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh
pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas hama orang yang dimohonkan keterangan
wasiatnya; dan

b. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas nama orang yang dimohonkan
keterangan wasiatnya.

Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya meninggal sebelum waktu pelaporan,
pemohon belum dapat mengajukan permohonan surat keterangan wasiat dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang dimohonkan
keterangan wasiatnya. Hal ini tidak berlaku bagi Pemohon yang mengajukan surat keterangan
wasiat dalam hal nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya tersimpan dalam Daftar

Pusat Wasiat.

D. Daftar Pusat Wasiat

Definisi dari BHP dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang

Permohonan 1zin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak
13



Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan
Pengawasan Balai Harta Peninggalan (Permenkumham No. 27/2013), bahwa BHP adalah unit
pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis
bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau
putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.*®

Dalam menjalankan jabatannya, kewajiban Notaris sesuai Pasal 16 ayat 1 UUJN yang

berkenaan dengan Akta Wasiat, yaitu :

2.4.1. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan
Akta setiap bulan.

2.4.2. Mengirimkan daftar Akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat
daftarwasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukumdalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

2.4.3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
Hal ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris,
yangsetiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu

Akta Wasiatyang telah dibuat di hadapan Notaris.
E. Pelaporan Akta Wasiat

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan, mengirim, dan melaporkan daftar akta
wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat. BHP
mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran Akta Wasiat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan. Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum
dilndonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987.
Saatini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang,

Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat | dan

& Annisa. 2019. Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat.
Banda Aceh : Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. HIm. 15.
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tingkat 1. BHP Jakarta, mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi Daerah Khusus Ibukota
(DKI) Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan
Kalimantan Barat. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-
01.PR.07.10 tahun 200, BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Lingkungan
Kantor Wilayah Kemenkumham dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara
teknis bertanggung jawab langsung pada Dirjen-AHU melalui Direktorat Perdata.’” Bertujuan
mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014,
Kemenkumham mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Telah
diterbitkan pula Permenkumham No. 60/2016 sebagai landasan untuk pelaporan akta wasiat
yang dilakukan secara online.

Pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan dan seringkali terlambat
mendaftarkan Akta Wasiat secara online kepada Pusat Daftar Wasiat Dirjen AHU-
Kemenkumham. UUJN tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik
keterlambatan tentang daftar Akta Wasiat kepada Kemenkumham dan keterlambatan tentang
pengiriman pencatatan repertorium. Pasal 10 ayat 1 Permenkumham No. 60/2016,
menyebutkan bahwa dalam hal Notaris tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke
Daftar Pusat Wasiat, serta terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil dalam jangka
waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, segala akibat
hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Akta Wasiat menjadi tanggung jawab
Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya, Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta
atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 943 KUHPdt mengatur tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara
surat- surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga harus, setelah Pemberi Wasiat meninggal dunia,
memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Dapat disimpulkan bahwa Notaris
memiliki fungsi penting dalam pembuatan Akta Wasiat dari proses awal hingga akhir sehingga
Akta Wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

- Levia, Fanny dan Erni Agustin. 2017. Jurnal Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara

Online. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga. HIm. 18.
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Adapun Tata Cara Pelaporan Wasiat sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 60/2016,

sebagai berikut :

Pasal 2

1) Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan Wasiat.

2) Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke
Daftar Pusat Wasiat.

Pasal 3

1) Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

2) Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutnya.

Pasal 4

Pelaporan Daftar Akta meliputi:

a. Wasiat umum;

b. Wasiat olografis;

c. Hibah Wasiat;

d. Wasiat rahasia atau tertutup; atau

e. Pencabutan Wasiat.

Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (kekuatan yang membuktikan
bahwa akta otentik tersebut kehadirannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku), formal (yang dinyatakan dalam akta otentik tesebut adalah benar sepanjang tidak
dapat dibuktikan bahwa hal tersebut tidak benar) dan material (memberikan kepastian hukum
bahwasannnya keterangan yang diberikan akta tersebut adalah benar). Dalam hal Notaris tidak
mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta
tersebut khususnya lahiriah dan material dapat diragukan, walaupun pembuktian lahiriah
sendiri tanda tangan pejabat yaitu Notaris merupakan otentisitas dari akta itu sendiri dan untuk
pembuktian materiil yakni sepanjang apa saja yang dimuat dalam akta tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak. Apabila ada pihak ketiga yang
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menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim. Wasiat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW)
yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/Notaris/Lurah disamping segala akibat hukum
yang timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan dan Notaris
tersebut tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai autentik
dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan
atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak juga berlaku sebagai
akta dibawah tangan karena dalam Pasal 16 Ayat (10) UUJN jelas disebutkan ketentuan
pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tidak berlaku
untuk pembuatan akta wasiat. Tidak didaftarkan akta wasiat juga tidak menggugurkan hak yang
bersangkutan untuk menerima haknya, meskipun sanksi administratif seperti penggantian
biaya, ganti rugi, bunga dapat dijatuhkan kepada Notaris. Sehingga selama para pihak atau ahli
waris masih menghormati akta wasiat tersebut, akta wasiat tersebut masih dapat diberlakukan.
Jadi, akta wasiat yang dibuat oleh para pihak atau penghadap tersebut akan tetap bersifat
mengikat, karena tidak ada syarat subjektif dan objektif yang dilanggar. Disisi lain tanggung
jawab Notaris dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat tidak
mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini dikarenakan mendaftarkan dan melaporkan akta
wasiat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris namun tidak ada implikasi
hukum terhadap akta wasiat itu sendiri apabila tidak dilaksanakan. Implikasi hukum akan

terjadi apabila ada gugatan oleh pihak yang merasa tidak tertulis namanya dalam akta wasiat.

Ditinjau dari bentuk formil, suatu testamen merupakan suatu akta yang memenuhi
syarat undang-undang. Ditinjau dari isinya materiil, testamen merupakan suatu
pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah si pembuat
testamen meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup

dapat ditarik kembali secara sepihak.®

8. Satrio. 1992. Hukum Waris. Bandung : Alumni.
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BAB 111
METODEPENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis-
normatif), yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan
hukum, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Penelitian
hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder

atau data pustaka.*®

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis penelitian yang dilakukan, adalah :

1. Penelitian Kepustakaan.

a. Data
Dalam penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder yang relevan dengan

permasalahan yangditeliti.

b. Bahan Hukum

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, dalam keadaan siap terbuat dan
dapat dipergunakan dengan segera.?® Sudut mengikatnya, yang dipergunakan adalah data
sekunder yang berupa bahan hukum :

1)  Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji. 2009. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. HIm. 6.
Ibid. HIm. 7.
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b)

d)

2)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-
01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2000.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan lzin Pelaksanaan Penjualan Harta
Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak
Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara
Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata
Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan terhadap bahan hukum

primer dan isinya tidak mengikat, seperti :

a.
b.
C.
d.

€.

3)

Buku-buku.

Jurnal.

Hasil penelitian.

Karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tulisan ini.

Wawancara dengan berbagai narasumber.

Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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C. Data Analisis

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan
selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis
secara kuantitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara
mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut
kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi
kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian hasilnya
disajikan secara kualitatif.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Tidak Dapat Diterbitkannya Surat Keterangan
Wasiat Oleh Daftar Pusat Wasiat

Pasal 2 dan 3 Bab Il Permenkumham No. 60/2016, menyebutkan bahwa Notaris wajib
membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya
secara elektronik melalui halaman resmi Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Dan HAM (Dirjen-AHU Kemenkumham) yang disampaikan dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Pada
prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan dan seringkali terlambat
mendaftarkan Akta Wasiat secara online kepada Pusat Daftar Wasiat Dirjen AHU-
Kemenkumham. UUJN tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik
keterlambatan tentang daftar Akta Wasiat kepada Kemenkumham dan keterlambatan tentang
pengiriman pencatatan repertorium. Pasal 10 ayat 1 Permenkumham No. 60/2016,
menyebutkan bahwa dalam hal Notaris tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke
Daftar Pusat Wasiat, atau terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, segala
akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab
Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya, Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta

atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika mencermati ketentuan undang-undang terkait khususnya UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf h
dan I, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan
melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Daftar
Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan Dirjen AHU-Kemenkumham, meskipun tidak ada
kewajiban untuk membuat laporan kepada Balai Harta Peninggalan, namun pada
kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris info tembusan laporan
wasiat umum yang dimaksud. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Keterangan
Wasiat sebagai surat tanda bukti yang berisi subjek hak atau ahli waris yang berhak atas
warisan dari Pewaris tidak dapat dipisahkan. Berkaitan dengan pewarisan, kedua surat tersebut

tidak jarang memiliki problematika tersendiri.
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Notaris/PPAT Dr. Habib Adjie, M.Hum., S.H. selaku Notaris kota Surabaya mengatakan
bahwa beliau sering mendapat orderan pembuatan Akta Wasiat, sampai saat ini beliau belum
pernah mengalami kesulitan atau kendala dalam proses pembuatan akta wasiat dan setelah
pembacaan akta wasiat di hadapan para ahli waris dan penerima wasiat. Proses pendaftaran
dan pembuatan Surat Keterangan Wasiat pada Daftar Pusat Wasiat pun tidak membutuhkan
waktu yang terlalu lama, hanya membutuhkan waktu paling lama 10 hari. Terkadang
pengajuan pendaftaran Akta Wasiat untuk pembuatan Surat Keterangan Wasiat ditolak oleh
Daftar Pusat Wasiat karena Ada ahli waris yg disisihkan dan dikecualikan, hal itu

dikhawatirkan dapat menjadi sengketa dikemudian hari.

Notaris/PPAT Seruni Widyawati, S.H., M.Kn. selaku Notaris kota Bandar Lampung
mengatakan bahwa pernah satu kali membuat Akta Wasiat, namun tidak di daftarkan kepada
kantor Daftar Pusat Wasiat karena orderan tersebut merupakan pelimpahan atau peralihan dari
Notaris kota Tangerang yang tidak dapat disebutkan namanya, hal ini terjadi dikarenakan
Agunan atau objek harta yang diwasiatkan terletak di kota Bandar Lampung sedangkan para
ahli waris berdomisili di kota Tangerang. Sehingga beliau (Notaris kota Tangerang tersebut)
menginstruksikan bahwa Akta Wasiat tersebut tidak perlu didaftarkan ke kantor Daftar Pusat
Wasiat.

Notaris/PPAT Catur Muktiningsin Utami, S.H., M.Kn. selaku Notaris Karanganyar
mengatakan bahwa seorang ahli waris dapat meminta atau menuntut haknya bila warisan yang
menjadi bagiannya dikuasai oleh yang bukan ahli waris untuk mengembalikan harta tersebut.
Setiap ahli waris mempunyai hak mutlak yang disebut legitiemeportie. Beberapa kali Kantor
Daftar Pusat Wasiat menolak menerbitkan Surat Keterangan Wasiat karena legitiemeportie
yang tertulis dalam akta wasiat tidak sesuai dan tidak seimbang dibagikan kepada para ahli
waris, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan polemik atau kericuhan antar ahli waris di

kemudian hari.

Bagian Mutlak (legitiemeportie) diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, yaitu ada garis
lurus ke bawah yaitu anak-anak dan keturunannya, serta garis lurus ke atas yaitu orang tua dan
semua leluhurnya. Bagian Mutlak (legitiemeportie) bagi para ahli waris dalam garis lurus ke
bawah dimuat dalam Pasal 914 KUHPerdata, yaitu :

1. Jika hanya ada seorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah % (setengah) dari bagian

menurut hukum waris tanpa testament.

22



2. Jika ada 2 (dua) orang anak, bagian itu sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian masing-masing
menurut hukum waris tanpa testament.
3. Jika ada 3 (tiga) orang anak, bagian itu sebesar % (tiga perempat) bagian masing-masing

menurut hukum waris tanpa testament.

Ditempat yang berbeda, Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum selaku Anggota Majelis Pengawas
Notaris Daerah (MPD) kota Bandar Lampung mengatakan bahwa banyak Notaris yang
sebenarnya menolak orderan membuat akta wasiat, hal ini disebabkan oleh sangat beresiko dan
sering terjadi resiko dikemudian hari yaitu beberapa tahun setelah si pemberi wasiat meninggal
dunia. Resiko itu muncul dari pihak keluarga yang tidak mempercayai isi surat wasiat atau
akta wasiat, khususnya dari pihak ahli waris atau keluarga yang tidak tertulis namanya dalam
surat wasiat atau akta wasiat. Tidak jarang, Notaris yang mengesahkan surat wasiat atau akta
wasiat tersebut di permasalahkan melalui jalur hukum oleh pihak keluarga (ahli waris) dari si

pemberi wasiat yang telah menunggal.

Notaris/PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn. mengatakan bahwa biasanya kendala yang
terjadi adalah pada saat pelaksanaan pembuatan akta wasiat. Dalam hal laporan wasiat
biasanya tergantung notarisnya mau aktif atau tidak, apakah dalam bulan berjalan tersebut
notaris membuat akta wasiat atau tidak lalu dilaporkan kepada Dirjen AHU secara online
setiap sebelum tanggal 5. Sebenarnya yang menjadi problem di teman-teman notaris di
lapangan adalah dalam hal pelaksanaan pembuatan akta wasiat, setelah notaris membuat akta
wasiat sesuai permintaan si pemberi wasiat kemudian si pemberi wasiat tersebut meninggal
dunia, lalu pihak keluarga (ahli waris) dari si pemberi wasiat belum tentu mengetahui bahwa si
pemberi wasiat tersebut membuat akta wasiat baik secara tertutup (dibuat sendiri lalu
dititipkan kepada notaris) atau secara terbuka (dibuat secara notariil dihadapan notaris dan 2
(dua) orang saksi), lalu saat si pemberi wasiat meninggal dunia pihak keluarga pemberi wasiat
tidak ada yang memberikan informasi kepada notaris dan pihak keluarga tidak ada yang
mengetahui bahwa si pemberi wasiat tersebut telah membuat akta wasiat atau menitipkan surat
wasiat kepada notaris. Notaris membuat surat keterangsn waris dan berkoordinasi dengan
Kemenkumham, tapi kalau pribumi tidak ada kaitannya dengan notaris karena mayoritas

masyarakat pribumi membuat wasiatnya di hadapan lurah dan camat.
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B. Akibat hukum dari problematika tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan
Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat

Harta warisan dari seorang pewaris dengan menunjuk pelaksana wasiat (executeur
testamentair) hanya dan mesti dibuktikan dengan pencatatan atau perincian yang dibuat oleh
pelaksana wasiat di hadapan para ahli warisnya sesuai ketentuan dalam Pasal 1007
KUHPerdata. Surat wasiat di bawah tangan adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi
syarat sahnya wasiat menurut hukum islam di indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 194

dan 195 kompilasi Hukum Islam.

Surat keterangan wasiat bisa dijadikan pendukung untuk pengajuan Surat Permohonan
Penetapan  Ahli ~ Waris  dengan  syarat  sebelum  dibuatnya Surat Keterangan
Waris atau Penetapan Ahli Waris, maka Notaris berkewajiban untuk mengecek ada atau
tidaknya wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris (orang yang meninggal dunia dengan
meninggalkan harta warisan) karena wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat
keterangan waris tersebut. Selama ada wasiat, maka perhitungan pembagian warisannya akan

dikeluarkan dahulu bagian yang telah ditetapkan dalam wasiat dimaksud.

Santosa, S.H., M.H., selaku Perancang Perundang-Undangan pada Dirjen-AHU
Kemenkumham kantor wilayah Bandar Lampung mengatakan bahwa setiap maksimal tanggal
5 Notaris wajib melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) yang sesuali
dengan Permenkumham No. 60/2016 yang akan segera dirubah dari kantor pusat, tata cara
pendaftaran dan pelaporan akta wasiat juga dapat dilihat pada Permenkumham No. 60/2016.
Apabila Notaris tidak melaporkan akta wasiat melewati tanggal 5, maka Notaris dapat
melaporkan di bulan berikutnya, termasuk akta-akta wasiat yang ada di Luar Negeri pun wajib
dilaporkan. Selanjutnya untuk akta-akta wasiat yang telah diajukan sebelum berlakunya
Permenkumham No. 60/2016 dapat diproses secara manual dan harus diselesaikan paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Apabila terjadi kelalaian
yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pendaftaran atau pelaporan akta wasiat maka
sepenuhnya tanggung jawab resiko harus diterima oleh Notaris, baik itu sanksi pidana atau
perdata sebagai konsekuensi hukum. Pasal 10 Permenkumha Nomor 60 Tahun 2016, bahwa
segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung
jawab Notaris yang bersangkutan. Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau

Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta
distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika
dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh
Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Sehingga, tanggung jawab yang
digunakan dalam UUJN adalah berdasarkan kesalahan. Tanggung jawab Notaris yang tidak
medaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab
jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal
tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris
Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang
harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara
citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
Terkait pendaftaran akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun
yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu
tidak adanya kepastian hukum. Bagi Notaris akan timbul permasalahan hukumnya tidak
langsung, namun untuk kedepannya. Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun
tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan
adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga,
sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian
dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara
administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan
oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin
Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris. Laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan
disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) lalu MPD
menyampaikan pada Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan akan
diteruskan pada Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP), lalu MPP meneruskannya
kepada MPD yang berwenang. Setelah itu, Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan
terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Apabila terlapor telah dipanggil
secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua dan kedua kali
namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran
terlapor. Setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka
pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
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Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis
Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil
pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
laporan diterima. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan
kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris
Indonesia. Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis
Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mende 19
keterangan pelapor. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil
yang diajukan. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Setelah itu dilakukan
pemerikasaan oleh Majelis Wilayah yang bersifat tertutup untuk umum sedangkan putusan
diucapkan dalam sidang bersifat terbuka untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pada pelanggaran UUJN, terdapat pelanggaran pada dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN
yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar
akta sebagaimana dimaksud daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat
pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam
waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Notaris yang melakukan
pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat
dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian
secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu
pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan,
disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan. Notaris juga dapat digugat secara
perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat
oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab
Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk
menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam
menjalankan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum
keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris
terima. Hal tersebut sesuat dengan Pasal 16 ayat 12 UUJN.
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Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu

dibuktikan bahwa :

1. Adanya kerugian;

2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaan atau kelalaian dari Notaris terdapat
hubungan kausal;

3. Pelanggaran (perbuatan) atau Kkelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Notaris/PPAT Eko Tamina, S.H., M.Kn. sebagai Notaris kota Bandar Lampung
menginformasikan bahwa sering kali wasiat kalah dengan waris, pada saat si pemberi wasiat
telah meninggal dunia lalu akta wasiat dibacakan oleh Notaris kepada para ahli waris, kalau
para ahli waris menolak isi akta wasiat tersebut, maka Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris
dapat gugur, dan sering kali terjadi gugatan antara ahli waris di kemudian hari setelah si

pemberi wasiat meninggal dunia.

Notaris/PPAT Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Kn., M.H. selaku Notaris Kota Tangerang Selatan

mengatakan bahwa Apa syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknya (legitime portie)?

Dalam hal ahli waris ternyata tidak setuju dan merasa pembagian waris tersebut tidak adil dan

melanggar legitime portie nya, maka ahli waris dapat mengajukan tuntutan. Dalam hal ahli

waris ingin mengajukan tuntutan terhadap legitime portie nya, maka ahli waris harus
memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawabh.
Mereka inilah yang disebut legitimaris. Jadi yang dalam hal ini kedudukan suami/istri
adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923
Pasal 852a KUHPerdata menyamakan kedudukan suami/istri dengan anak (sehingga
suami/istri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/istri
tersebut bukanlah legitimaris. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan
merupakan legitimaris. Oleh karena itu istri/suami dan saudara kandung tidak memiliki
legitime portie atau disebut non legitimaris (tidak memiliki bagian mutlak).

2. Orang tersebut harus ahli waris menurut undang-undang (ab intestato).

Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas
bagian mutlak. Keluarga yang memiliki hanya mereka yang juga waris menurut undang-
undang (ab instestato).

3. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris

secara undang-undang (ab intestato).
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BAB V
KESIMPULAN

Pelaporan Wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris berupa Daftar Akta atau Daftar
Nihil atau pelaporan Wasiat. Dalam hal Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta
wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya lahiriah dan material
dapat diragukan. Apabila ada pihak ketiga yang menyangkal pembuktian tersebut, tentunya
akan diserahkan pada pertimbangan hakim.

Surat Keterangan Wasiat yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/Notaris/Lurah
disamping segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab Notaris
yang bersangkutan dan Notaris tersebut tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 ayat 1 Permenkumham No. 60/2016,
menyebutkan bahwa dalam hal Notaris tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke
Daftar Pusat Wasiat, atau terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, segala
akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab

Notaris yang bersangkutan.

Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris yang melalaikan jabatannya
baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi
yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara
dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah
pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni
pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris.
Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat
pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris. Notaris juga dapat
digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan
akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung
jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris
untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam
menjalankan jabatannya.
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Para ahli waris yang menolak isi akta wasiat tersebut, maka Akta Wasiat yang dibuat oleh
Notaris dapat gugur. Dalam hal ahli waris ternyata tidak setuju dan merasa pembagian waris
tersebut tidak adil dan melanggar legitime portie nya, maka ahli waris dapat mengajukan
tuntutan. Dalam hal ahli waris ingin mengajukan tuntutan terhadap legitime portie nya, maka
ahli waris harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, ahli

waris yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang (ab intestato).
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Akta tersebut adalah akta wasiat yang terdaftar yang kami terima berdasarkan laporan
bulanan Notaris sampai dengan Surat Keterangan Wasiat ini dibuat. Untuk memenuhi asas
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HIBAH WASIAT
Nomor : 11.-
-Pada hari ini, Senin, tanggal 6 (enam), bulan Nopember tahun 2017 (dua
ribu tujuh belas), pukul 11.00 (sebelas) WIB (Waktu Indonesia Barat).-------

-Menghadap kepada saya,------=-===========mmmmm s

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya, - Wilayah Jabatan Propinsi Jawa
Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-------------=------

NYONYA ONNY , dilahirkan di

-Penghadap (-para penghadap) saya, Notaris telah kenal, berdasarkan
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.----------=--=-====-emnmeu--

-Penghadap (-para penghadap) Pihak Pertama menerangkan terlebih-------

daNUIU t-mm e e oo
-bahwa penghadap bermaksud hendak membuat surat wasiat dan
untuk itu ia memberitahukan kemauannya yang terakhir dengan singkat

kepada saya, Notaris di luar saksi-saksi :---------==-=-=mmmmmmmmmm oo



--Saya cabut dan saya batalkan semua surat-surat Wasiat dan surat-
surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, tidak
ada yang dikecualikan satu dan lainnya yang saya buat sebelum

surat wasiat ini. e e EE

--Saya — hibah wasiatkan (legaat) kepada :---------------=-=-=-mmmmmeee-

NONA VERONITA dilahirkan di

atas harta saya berupa :-----------=-m-mmm oo

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor
, yang diuraikan dengan Gambar Situasi nomor tanggal-----
, seluas 269 m? (dua ratus enam puluh sembilan meter

persegi) yang terletak di
tertulis atas nama pemegang

hak nyonya ONG

-Saya mengangkat NONA VERONITA , sebagai----------
pelaksana wasiat saya (executeur testamenter), demikian dengan
segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terutama hak

UNTUK diUMUS . === = mmm e m e o e oo oo




-Setelah keinginan Penghadap sebagaimana tersebut di atas selesali,

maka sebelum dibacakan saya, Notaris meminta kepada penghadap

supaya memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris

dengan singkat, akan tetapi pemberitahuan ini dihadapan saksi-saksi.-------

-Setelah permintaan ini dipenuhi oleh penghadap, maka keinginan tadi

saya, Notaris tanyakan kepadanya, apakah yang dibaca itu menurut

kemauannya yang terakhir dan atas pertanyaan itu tersebut betul menurut

kemauannya yang terakhir.-----=--=----mmms oo

-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan bahwa :-

-Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang--------------
disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang---------------------
dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.---------=-=-=-=-=-=-m-mememm -

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima---------
segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun

dikemudian hari.----=-=-==== e

-Dibuat dan diselesaikan di Surabaya dengan dihadiri oleh :----------=--=--=---

1. Fita Eva Aviana, dilahirkan di

2. Adhitya Catur Widodo, dilahirkan di



-Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.--------------------------
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para
penghadap) dan para saksi, maka kemudian penghadap (-para---------------
penghadap), para saksi dan saya Notaris, menandatangani akta ini.-------
-Dibuat tanpa perubahan apapun.-----=-===m oo
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan lengkap.-------------=-=======--=---
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.------------=-=-==-=-=-ememmnuee-

Notaris di Surabaya.--

Habib Adjie S.H.,M.Hum.-



HIBAH WASIAT
Nomor : 48.-
-Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 (dua puluh empat), bulan Oktober, tahun
2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 12.40 (dua belas lewat empat puluh
menit) WIB (Waktu Indonesia Barat).----------========mmmmm oo

-Menghadap kepada saya,------=-===========mmmmm s

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya, - Wilayah Jabatan Propinsi Jawa
Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.--------------------

NYONYA ONNY , dilahirkan di

-Penghadap (-para penghadap) saya, Notaris telah kenal, berdasarkan
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.----------=--=-=====emnmeu---
-Penghadap (-para penghadap) Pihak Pertama menerangkan terlebih-------

dahulu : et

-bahwa penghadap bermaksud hendak membuat surat wasiat dan

untuk itu ia memberitahukan kemauannya yang terakhir dengan singkat



kepada saya, Notaris di luar saksi-Saksi :-------=-=-=====mmmmmmmmmm oo

--Saya cabut dan saya batalkan semua surat-surat Wasiat dan surat-
surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, tidak
ada yang dikecualikan satu dan lainnya yang saya buat sebelum

surat wasiat ini. e e EEEEE R

--Saya — hibah wasiatkan (legaat) kepada :-------------------------m-m-m----

NONA VERONITA dilahirkan di

atas harta saya berupa :-------------m-mmmmmm e
Sebidang tanah/pekarangan kosong di atasnya dan benda-benda
lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Sertifikat Hak Milik nomor , yang diuraikan dengan Surat
Ukur nomor , tanggal , seluas 119 m? (seratus

sembilan belas meter persegi) yang terletak di

, tertulis atas nama
pemegang hak ONNY

-Saya mengangkat NONA VERONITA , Sebagai----------



pelaksana wasiat saya (executeur testamenter), demikian dengan
segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terutama hak

untuk diurus. -

-Setelah keinginan Penghadap sebagaimana tersebut di atas selesali,
maka sebelum dibacakan saya, Notaris meminta kepada penghadap
supaya memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris
dengan singkat, akan tetapi pemberitahuan ini dihadapan saksi-saksi.-------
-Setelah permintaan ini dipenuhi oleh penghadap, maka keinginan tadi
saya, Notaris tanyakan kepadanya, apakah yang dibaca itu menurut

kemauannya yang terakhir dan atas pertanyaan itu tersebut betul menurut

kemauannya yang terakhir.-----=--=----mmmm oo
-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan bahwa :-
-Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang--------------
disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang---------------------
dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----------=-=--=-=---m-mcmmemm-
-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima---------
segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun

dikemudian Nari.-=-=====mm s e




1. Fita Eva Aviana, dilahirkan di

N

Adhitya Catur Widodo, dilahirkan di

-Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.------------=--==-=--=----
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para
penghadap) dan para saksi, maka kemudian penghadap (-para---------------
penghadap), para saksi dan saya Notaris, menandatangani akta ini.-------
-Dibuat tanpa perubahan apapun.----=-=-=-=-=mmmm e
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan lengkap.----------============n-=---
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.------=--=-======mmmnmmmmeummmemo

Notaris di Surabaya.--

Habib Adjie S.H.,M.Hum.-



I. Pelaporan Wasiat Dalam Negeri

Untuk dapat melakukan laporan wasiat, notaris harus masuk dulu ke halaman aplikasi AHU
Online dengan mengakses URL https://ahu.go.id/ . Berikut tampilan Aplikasi AHU Online,
Pilih Menu Wasiat seperti pada gambar berikut ini :

Maka akan menampilkan pilihan seperti pada gambar berikut :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAX ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

hid DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM ,?

~

Aplikasi Pelaporan Wasiat dan Permohonan Surat Keterangan Wasiat

o 0

xvan Wasia Permatonas Sarat Retearean Wasa

Pada aplikasi terdapat 2 pilihan antara lain :
= Pelaporan Wasiat
= Permohonan Surat Keterangan Wasiat

Langkah-langkah melakukan pelaporan wasiat adalah sebagai berikut : A. Klik Menu
Pelaporan wasiat, maka akan menampilkan halaman login seperti gambar berikut ini.

bl DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM ,?

INTERIAN HUKUM N Hax MANUSIA RIFURLIE INDONESIA

. Masukkan User ID


https://ahu.go.id/
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=ahuonline.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=pelaporanwasiat.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=tampilanloginnotaris.png

. Masukkan password

. Klik“untuk login ke aplikasi maka akan menampilkan halaman

pelaporan wasiat.

Selanjutnya klik S5 ¥ maka akan tampil Form Pemesanan Nomor

\Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

ELIRRAN 38 MBI e
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B. Isi Form Pemesanan Voucher Wasiat Dalam Negeri yang terdiri dari: ¢ Pelayanan Jasa
Hukum — Pendaftaran Wasiat Secara Online ¢ Nama Pemohon — Nama Pemohon
Autofield Nama Notaris ¢« Email Pemohon — Email Autofield Email Notaris * Nomor HP
— Nomor HP Autofield ¢« Checklist Pernyataan

BELI
Selanjutnya Klik-untuk melakukan Pembelian Voucher, Selanjutnya akan tampil
Bukti Voucher


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buttonmasuk.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formwasiatpelaporan_1.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=buttondalamnegeri.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formpemesanannomorvoucher_wasiat.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=beli_button.png

DIREXTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
HARTA PENINGGALAN
Pendaitaran Wasiat Secara Onling

Keterangan :
_ Download .  List Vo
* Klik untuk mendownload Bukti Pemesanan ¢ Klik untuk
menampilkan VVoucher yang telah di Pesan
Klik S untuk - menampilkan Daftar Voucher, selanjutnya akan tampil voucher
yang telah di pesan.
Tesggal Trasahs ¥ode outer Eeizyaean Jasz Haeaw Sas
—SE4 - -SSR
Nz Nomor Voscher Jores Trarsavs: Tanggal Tarsaksi Navrel Savtaem Aksi
Fo 10008 Sadah Bepx
Fo 1000008 Sadah Besxr Lagtan Trana
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=
Fo 1000008 Sadah Bepx
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Fo 1000008 Sodah B
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Keterangan :

1. Status Pembayaran SUDAH BAY AR Berarti Transaksi telah melakukan Pembayaran di YAP
2. Status Pembayaran BELUM BAYAR Berarti Transaksi belum di lakukan Pembayaran di

YAP

3. Status Gagal Kirim Notifikasi berarti harus melakukan pengiriman ulang Klik Kirim Ulang

untuk masuk Notifikasi pada YAP

Setelah melakukan Pemesanan Voucher maka Pengguna akan mendapatkan Notifikasi di


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buktipemesanan_nomor_kta.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=download_wasiat1.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=listvoucher_wasiatbutton.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=listvoucher_wasiatbutton.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=halamanlistvoucher_1.png

Aplikasi YAP, Klik

Permintaan pembaysran & Dirjern AMU senilal 1IDR
DCUIMOT tagituan

Prarinintaan pambayatan o Dirjen AU serile 10K
rarrver Lt buan

W Pernbrayaran O Darjen AU servlas 10K
GOr Lagiharn

Permintann pembayaran  Dirjen AL senila IR
NOMoT tagihan

Varnirtaar pambayarar o Do AU swnial 100
nomor tagihan

BAYAR

Klik salah satu pemesanan yang akan di bayarkan maka akan menampilkan tampilan sebagai
berikut:

B all gl =

Nnniau Pembayaran

Dirjen AHLU

Total
sinio

Ref. 1D

BAYAR

Klik-untuk membayarkan Transaksi pemesanan Voucher maka akan muncul
Option Untuk melakukan Pembayaran


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=notif_yap.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=1_notif_baris.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=pembayaran_ditjen.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=button_bayar_yap.png

ord = & YR gl e 282 P

FPilih Sumber Dana

LAN)JUT

Pilih Sumber Dana ™ lalu klik — maka akan menampilkan Input PIN

ot w2

Inputkan PIN Debit lalu klikselanjutnya pembayaran telah selesai dan menampilkan
Halaman bahwa Pembayaran telah selesai.


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=pilihsumberdana.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=checklist_yap.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=tombol_lanjut_yap.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=pin.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=checklist_yap_hijau.png

Pambayaran Sukses,

Rp 100.000,-

Dirjen AHU

Jika Pembayaran telah berhasil maka akan terlihat di riwayat pemesanan dan pada Aplikasi
AHU Online klik menu Daftar Voucher, Pemesanan yang sudah di bayarkan status nya berubah
menjadi SUDAH BAYAR

Klik Lanjutkan Transaksi dan menampilkan Form Pelaporan Wasiat Dalam Negeri

Pulaporan Wasial Luar Negern

(==

=3

C. Isi Form Pelaporan Wasiat Dalam Negeri yang terdiri dari :

e Nomor Voucher Pendaftaran Wasiat Secara Online* = Masukkan kode voucher dengan
klik disini untuk pembelian voucher sehingga menampilkan Form Pemesanan Nomor
Voucher (4)

e Jenis Akta * = Pilih jenis akta yang terdiri dari Wasiat Umum, Wasiat Rahasia atau
Tertutup, Wasiat Olographis, Pencabutan Wasiat, Hibah Wasiat

o No Akta Wasiat * = Masukkan nomor akta wasiat


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=sukses.jpg
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formpelaporandalamnegeri_1.png

o Tanggal Akta Wasiat * = Masukkan Tanggal Akta Wasiat

« Nama Lengkap Pemberi Wasiat = Masukkan Nama Lengkap Pemberi Wasiat
o Dahulu Bernama / Alias = Masukkan Nama Alias Pemberi Wasiat/ Dahulu Bernama
o Tempat Lahir Pemberi Wasiat * = Masukkan Tempat Lahir Pemberi Wasiat
o Tanggal Lahir Pemberi Wasiat * = Masukkan Tanggal Lahir Pemberi Wasiat
o Pekerjaan * = Masukkan Pekerjaan Pemberi Wasiat

o Alamat Pemberi Wasiat * = Masukkan Alamat Pemberi Wasiat

 Provinsi = Pilih Provinsi

» Kabupaten =Pilih Kabupaten

» Kecamatan = Pilih Kecamatan

o Kelurahan = Masukkan Kelurahan

e RT = Masukkan Nomor RT

e RW = Masukkan Nomor RW

« Kode Pos = Masukkan Kode Pos

« Nomor Kartu Tanda Penduduk * = Masukkan Nomor Kartu Tanda Penduduk
o No.Repertorium = Masukkan Nomor Repertorium

. .. . . Tambahka .
D. Setelah selesai mengisi Form pelaporan wasiat klik . 2 maka akan menampilkan

Pratinjau pelaporan wasiat yang dimasukkan seperti pada gambar berikut.
PRATINJAU PELAPORAN WASIAT

1 LAPURAN WASIA

< JIKA SAYA DALAM PROSES PENGISIAN DATA PADA FORMAT ISIAN TIDAK SESUAI DERSGAN DATA YANG SEEENARNYA. MANA SAYA
BERSEDEA MENETUMA SANKS! SESUAT DENGAN PEHATURAN PERUNDANG UNDANGAN

EaED -

E. Beri pada centang pada disclaimer  pratinjau  pelaporan wasiat kemudian

klik maka pelaporan wasiat dalam negeri berhasil dilakukan dan tampil
pada daftar pelaporan wasiat notaris seperti pada gambar berikut.


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buttontambahkan.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=pratinjaupelaporanwasiat.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buttonlanjutkan.png

PELAPORAN WASIAT BULAN Apn| TAHUN 2017

NOTARIS :
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Yarg Messberikan Surat Waslat atas Yang Mewariskan
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Pada Daftar Pelaporan tampil data:

= Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap
Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat

terakhir.

= Akta Wasiat, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Bulan dan Tahun Akta, Nomor

Repertorium, Jenis Akta

E. Untuk mengunduh bukti pelaporan wasiat yang dilakukan klik ' maka
akan berhasil mengunduh bukti pelaporan wasiat luar negeri dalam file pdf seperti pada gambar

berikut.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRAS| HUKUM UMUM
Jl. KR, Rasuna Said Kav. §-7 Kuninges, Jakarta Selstan
Tip : (021) 5202387, 5202390

BUKTI PELAPORAN WASIAT UNTUK BULAN APRIL TAKUN 2017

NOTARIS: wmme o &

WILAYAH KEDUDUKAN © 5550 S s s

Yang Memberkan Surat Wasiat atas Yang Mewariskan

Akta Wasist

Denulu
Bemama

Tanggs Butan dan
Tahun Lahir

Tempst

Nama Lengkag
B Lah

Pemter] Wasiat Alamat Terskhr

| Tanggal Bdan
Nt | o Taha | B
N

Tanggal

Jens Aksa wapor

1| - - - " ——

Pelsporan Terdsftar untuk bulan Aprll Tahua 2017
Tanggal Pefaporan : 11 April 2017

-

Pada bukti Pelaporan Wasiat Dalam Negeri tampil data:

= Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap

Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir,

terakhir.

Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=daftarpelaporanwasiat.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buttonunduhbuktipelaporan.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buktipelaporanwasiatdalamnegri.png

= Akta Wasiat, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Bulan dan Tahun Akta, Nomor
Repertorium, Jenis Akta dan Tanggal Lapor

Laporan Wasiat Luar Negeri
Setelah notaris login ke aplikasi maka akan menampilkan halaman pelaporan wasiat,

- —

Pelaporan Wssin

A 4wy
|-

Selanjutnya klik maka akan tampil Form Pemesanan Nomor
Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

ELIMAM AL MMM
A A PNV GAAN

Paniita s Mot S Odea

AN PN

oMM ¥
Mehn vmeter mow S0 V0000 Aie A2 it st N 000! EELL @A renematon i vem

G FTT AR (mpatar wA7 FALY sy wamm § NUIAT U IS VANl e

ST W WA ) G WRITIN 1Y D8t 25T

B. Isi Form Pemesanan Voucher Wasiat Luar Negeri yang terdiri dari: * Pelayanan Jasa Hukum
— Pendaftaran Wasiat Secara Online * Nama Pemohon — Nama Pemohon Autofield Nama
Notaris ¢« Email Pemohon — Email Autofield Email Notaris ¢« Nomor HP — Nomor HP
Autofield ¢ Checklist Pernyataan

Selanjutnya Klik m untuk melakukan Pembelian VVoucher, Selanjutnya akan tampil Bukti
Voucher


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formwasiatpelaporan_1.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=button_luarnegeri.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formpemesanannomorvoucher_wasiat.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=beli_button.png

DIREXTORAT ENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
HARTA PENINGGALAN
Pendaftaran Wasiat Sacara Onling

AR

BLLUV S0NR

Keterangan :

M Download . . [
. Kllkuntuk mendownload Bukti Pemesanan ¢ Klik ST untuk
menampilkan Voucher yang telah di Pesan

Klik S il untuk menampilkan Daftar VVoucher, selanjutnya akan tampil voucher yang
telah di pesan.

Teeggal Tnasabs: ¥ode Youcter Seizyaea Jauz Hiom Sns
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Keterangan :

1. Status Pembayaran SUDAH BAYAR Berarti Transaksi telah melakukan Pembayaran di YAP

2. Status Pembayaran BELUM BAYAR Berarti Transaksi belum di lakukan Pembayaran di
YAP


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buktipemesanan_nomor_kta.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=download_wasiat1.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=listvoucher_wasiatbutton.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=listvoucher_wasiatbutton.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=halamanlistvoucher_1.png

3. Status Gagal Kirim Notifikasi berarti harus melakukan pengiriman ulang Klik Kirim Ulang
untuk masuk Notifikasi pada YAP
Setelah melakukan Pemesanan Voucher maka Pengguna akan mendapatkan Notifikasi di

5

Aplikasi YAP, Klik lalu akan muncul Pemesanan Pemesanan yang harus di bayarkan
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BEBAY AR

Klik salah satu pemesanan yang akan di bayarkan maka akan menampilkan tampilan, sebagai
berikut :

B all gl -

Nniau Pembayar

Dirjen AHLU

Total
sinio
Ref. 1D
BAYAR
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Klik untuk membayarkan Transaksi pemesanan Voucher maka akan muncul
Option Untuk melakukan Pembayaran


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=notif_yap.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=1_notif_baris.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=pembayaran_ditjen.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=button_bayar_yap.png

& R allgl - 252 PM

FPilih Sumber Dana

Pilih Sumber Dana lalu klik maka akan menampilkan Input PIN

v
Inputkan PIN Debit lalu klik.selanjutnya pembayaran telah selesai dan menampilkan
Halaman bahwa Pembayaran telah selesai.

O M 4 & « A6 4 L 0219

< lNnjau Pembavyaran

Pembayaran Sukses

Rp 100.000,-

Dirjen AHU

Menutup otamatis pada 7 &



https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=pilihsumberdana.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=checklist_yap.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=tombol_lanjut_yap.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=pin.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=checklist_yap_hijau.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=sukses.jpg

Jika Pembayaran telah berhasil maka akan terlihat di riwayat pemesanan dan pada Aplikasi
AHU Online klik menu Daftar Voucher, Pemesanan yang sudah di bayarkan status nya berubah
menjadi SUDAH BAYAR

Klik Lanjutkan Transaksi dan menampilkan Form Pelaporan Wasiat Luar Negeri

Farm Pelaporan Wasiat Luar Negen

| Lot ot e

P . W Y

=

B. Isi Form Pelaporan Wasiat Luar Negeri yang terdiri dari:

Nomor Voucher Pendaftaran Wasiat Secara Online* = Masukkan kode voucher dengan klik
disini untuk pembelian voucher sehingga menampilkan Form Pemesanan Nomor Voucher

(4)
Dibuat Di Negara * = Pilih Negara dibuatnya surat wasiat
Kota * = Masukkan kota dibuatnya surat wasiat

Nama Pemohon Penetapan Pengadilan * = Masukkan nama pemohon penetetapan
pengadilan

Nama Pengadilan Negeri * = Masukkan nama pengadilan negeri

Nomor Penetapan Pengadilan * = Masukkan nomor penetapan pengadilan

Tanggal Penetapan Pengadilan * = Masukkan tanggal penetapan pengadilan

Kota Kantor Perwakilan Indonesia * = Masukkan kota kantor perwakilan Indonesia

Tanggal Pengesahan Dari Kantor Perwakilan Indonesia * = Masukkan tanggal pengesahan
dari kantor perwakilan Indonesia

Nama Kantor Perwakilan Indonesia * = Masukkan nama kantor perwakilan Indonesia

Jenis Akta * = Pilih jenis akta yang terdiri dari Wasiat Umum, Wasiat Rahasia atau
Tertutup, Wasiat Olographis, Pencabutan Wasiat, Hibah Wasiat

No Akta Wasiat = Masukkan nomor akta wasiat


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formpelaporanwasiatluarnegeri.png

= Tanggal Akta Wasiat * = Masukkan Tanggal Akta Wasiat

= Nama Lengkap Pemberi Wasiat = Masukkan Nama Lengkap Pemberi Wasiat

= Dahulu Bernama / Alias = Masukkan Nama Alias Pemberi Wasiat/ Dahulu Bernama
= Tempat Lahir Pemberi Wasiat * = Masukkan Tempat Lahir Pemberi Wasiat

= Pekerjaan * = Masukkan Pekerjaan Pemberi Wasiat

= Alamat Pemberi Wasiat * = Masukkan Alamat Pemberi Wasiat

= Nomor Kartu Tanda Penduduk * = Masukkan Nomor Kartu Tanda Penduduk

= Nomor Repertorium = Masukkan Nomor Repertorium

. .. . . Tambahkan .
C. Setelah selesai mengisi Form pelaporan wasiat klik maka akan menampilkan

Pratinjau pelaporan wasiat yang dimasukkan seperti pada gambar berikut.

A SATA DAL AM PRGSES PEMGISIAM DATA PALA FORMA T T51AM FIOAK SESUAT OERROAN DATA YANT, SEBENANNYA MAXA SAYA
EUEFISE DAA MRS FORAA SANKSE SESTIAL DESGARS FERATUIAN 1551 SEOMN G LINDRMGAN

=

D. Beri pada centang pada disclaimer pratinjau  pelaporan wasiat kemudian

Klik maka pelaporan wasiat luar negeri berhasil dilakukan dan tampil
pada daftar pelaporan wasiat notaris seperti pada gambar berikut.
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Pada Daftar Pelaporan tampil data:

= Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap
Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat
terakhir.


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buttontambahkan.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=pratinjaupelaporanwasiat_1.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=buttonlanjutkan.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=daftarpelaporanwasiat_1.png

= Akta Wasiat, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Bulan dan Tahun Akta, Nomor
Repertorium, Jenis Akta

E. Untuk mengunduh bukti pelaporan wasiat yang dilakukan klik ' maka

berhasil mengunduh file dan menampilkan bukti pelaporan wasiat luar negeri dalam file pdf
seperti pada gambar berikut.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
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Pada bukti Pelaporan Wasiat Dalam Negeri tampil data:

= Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap
Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat
terakhir.

= Akta Wasiat, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Akta, Dibuat Di, Penetapan
Pengadilan, Kantor Perwakilan R1, Nomor Rep, Jenis Akta dan Tanggal Lapor

Pelaporan Wasiat Nihil

Setelah notaris login ke aplikasi maka akan menampilkan halaman pelaporan wasiat, halaman
pelaporan yang tampil adalah Form pelaporan wasiat dalam Negeri seperti pada gambar berikut

Form Pelaporan Wasiat Dalam Neger|

[ ——— - o e e ]

| Pt o W o (e
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Untuk melakukan pelaporan wasiat nihil lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Pada jenis pelaporan wasiat klik maka akan menampilkan  Form
pelaporan wasiat Nihil seperti pada gambar berikut :

Form Pelaporan Wasiat Nihil

-—

B. Pada Form pelaporan wasiat terdapat tombol laporkan nihil, Klik akan
tampil pop up konfirmasi persetujuan akan melaporkan laporan nihil sebagai berikut :

X
says:

Apakah anda yakin ingin melaporkan laporan nihil 7

— OK ’ | Cancel

ok
C. Klik untuk melakukan pelaporan nihil maka pelaporan nihil berhasil dilakukan dan
akan menampilkan pelaporan nihil seperti pada gambar berikut :

PELAPORAN WASIAT SULAN April TAHUN 2017
NOTARIS
WILAYAM KEDUDUKAN

Yarg Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewarskan Akla Wasiat
Nave Loryhas Dubabs Tevgat  Tenged Duan S Thuen  Aamd Mowwe  Tangpe Db dan Warer [
Lo vy L L Terakm A Tatvan miea Krganacant At At

— ==
PELAPORAN NIHIL

Pada daftar pelaporan wasiat notaris untuk pelaporan nihil, terdapat keterangan PELAPORAN
NIHIL

D. Bukti Pelaporan Nihil dapat diunduh dengan mengklik maka akan
berhasil mengunduh file pdf seperti pada gambar baerikut ini.
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Bukti pelaporan wasiat nihil untuk data yang memberikan surat wasiat atau yang mewariskan
dan akta wasiat diberi keterangan nihil.

Pemesanan Nomor Voucher Pelaporan Wasiat

Ketika melakukan pelaporan wasiat, harus melakukan pemesanan nomor voucher
pelaporan wasiat. Langkah-lang kah pemesanan voucher pelaporan wasiat, sebagai berikut :

A. Pada pelaporan wasiat klik disini |k pembelian voucher seperti pada gambar berikut
ini.

Form Pelaparan Wasiat Dalam Negeri

|| MAps Yo fatan s

I

Maka tampil halaman pemesanan voucher seperti pada gambar berikut ini:

l SRR b il Pl et Wk s Ot |t I

FENESARAN NONOR YOUCHER

. 1y . A e 8 SO

) Ere———

(=]

B. Pada Form pemesanan voucher terdapat data, antara lain :

= Pelayanan Jasa Hukum = Tampil Pelayanan jasa hukum Harta Peninggalan -
Pendafataran Wasiat secara Online

= Nama Pemohon = Nama pemohon tampil sesuai hama notaris yang login
= Email Pemohon = Email pemohon tampil sesuai data notaris pada AHU Online
= Nomor HP = Nomor Hp pemohon tampil sesuai data notaris pada AHU Online

C. Centang pada disclaimer pemesanan voucher kemudian Klikmmaka berhasil
melakukan pemesanan voucher dan tampil bukti pemesanan voucher, sebagai berikut :
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Bukti pemesanan voucher terdiri dari Kode voucher, Nama Pemohon, Email Pemohon, Nomor
HP, Tanggal Transaksi, Tanggal Expired, Tagihan dan Status

D. Agar dapat menggunakan kode vouher pada pelaporan wasiat, pemohon harus melakukan
pembayaran kode voucher pada Bank Persepsi.

Il. Surat Keterangan Wasiat
1. Permohonan Surat Keterangan Wasiat

Untuk dapat melakukan permohonan surat keterangan wasiat, notaris dan masyarakat umum
harus mengakses halaman aplikasi AHU Online dengan mengakses URL https://ahu.go.id/ .
Berikut tampilan Aplikasi AHU Onliine, Pilih Menu Wasiat seperti pada gambar berikut ini:

.........

<
o

Pada aplikasi terdapat 2 pilihan antara lain :
= Pelaporan Wasiat
= Permohonan Surat Keterangan Wasiat
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A. Pilih menu Permohonan Surat Keterangan Wasiat maka akan menampilkan Formulir
permohonan data surat keterangan wasiat seperti berikut :

Formulir permohonan data surat keterangan wasiat terdiri dari: ¢ Data Pemohon Surat
Keterangan Wasiat

Data Pemohon S Retrmasgen Masat

Lakukan pengisian data pada Form antara lain:

- Kode Voucher * = Lakukan pemesanan kode voucher (ikuti langkah-langkah 2 )

- Nama Lengkap Pemohon * = Masukkan nama lengkap pemohon

- Alamat Pemohon (Sesuai di KTP) * = Masukkan alamat pemohon sesuai dengan KTP
- Provinsi * = Masukkan provinsi pemohon

- Kabupaten / Kota * = Masukkan Kabupaten/Kota pemohon

- Kecamatan * = Masukkan Kecamatan


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formpermohonanwasiat.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formdatapemohon.png

- RT = Masukkan nomor RT

- RW = Masukkan nomor RW

- Kode Pos = Masukkan kode pos pemohon

- Email * = Masukkan email pemohon

- No Telepon * = Masukkan nomor telepon pemohon

¢ [dentitas Almarhum/Almarhumah

o |denfitas Almarhum/Almarhumzh

Lakukan pengisian data pada Form antara lain:

- Nama Lengkap Almarhum/Almarhumah* = Masukkan nama lengkap almarhum/almarhumah
- Dahulu Bernama/Alias = Masukkan nama dahulu/alias almarhum/almarhumah
- Alamat Lengkap * = Masukkan alamat lengkap

- Tempat Lahir = Masukkan tempat lahir

- Tanggal Lahir = Masukkan tanggal lahir

- Lahir Sekitar Tahun = Masukkan lahir sekitar tahun

- Alamat Lengkap = Masukkan Alamat Lengkap

- Provinsi = Masukkan Provinsi

- Kabupaten/Kota= Masukkan kabupaten/kota

- Kecamatan = Masukkan kecamatan

- Kelurahan = Masukkan kelurahan

- RT = Masukkan nomor RT

- RW = Masukkan nomor RW

- Kode Pos= Masukkan Nomor Kode Pos

¢ Data Kematian Almarhum/Almarhumah


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formdataalmarhum.png

S Deta Kematian Amarhm/ Amamuman

Lakukan pengisian data pada Form antara lain:

- Meninggal Di * = Pilih meninggal di Indonesia atau di luar negeri

- Tanggal Kematian * = Masukkan tanggal kematian

- Alamat = Masukkan alamat

- Provinsi * = Masukkan provinsi

- Kabupaten/Kota * = Masukkan Kabupaten/Kota

* Data Dokumen Kematian Lakukan pengisian data pada Form antara lain:

D2 Dokumen Kematian

- Jenis Dokumen Kematian * = Pilih jenis dokumen kematian

- Dikeluarkan Oleh * = Pilih dikeluarkan oleh

- Nomor Dokumen Kematian * = Masukkan nomor dokumen kematian

- Tanggal Dokumen Kematian * = Masukkan tanggal dokumen kematian
- Provinsi * = Masukkan provinsi

- Kabupaten/Kota * = Masukkan kabupaten/kota

- Kecamatan = Masukkan kecamatan

- Kelurahan = Masukkan Kelurahan

* Persyaratan


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formdatakematianalmarhum.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=formdatadokumenkematian.png
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Unggah persyaratan permohonan sebagai berikut :

1.
2.

Surat Permohonan (Wajib)

Unggah Sertifikat/ Akta / Surat Kematian atas nama Almarhum/Almarhumah yang
diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil/Pejabat yang berwenang serta fotokopi yang telah
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Wajib)

3. Surat Ganti Nama jika pernah melakukan ganti nama
4. Akta Kelahiran

5.
6
B

Akta Perkawinan
Surat Keterangan Wasiat AHU, Hasil dari permohonan Sebelumnnya
Setelah  selesai  mengisi  Form  permohonan, klik disclaimer  kemudian

Klik seperti pada gambar berikut ini :

v

saya dalam peoses pengisan data pada format isian tdak sesunt dengan data yang ¥a, maka saya bersedia

SANKAT wes iz dengan pe dang Qs

C. Maka akan menampilkan pratinjau sesuai dengan data yang diisi pada Form permohonan

Surat Keterangan Wasiat seperti pada gambar berikut :
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Pratinjau Permohonan

Identitas Pemohon Mentitas Amartiuen / Alrmorusnal
M Lerghian Hemnonen Mame Langaag Aan
Alsnm Pemesan Danasbis Wi m—

Tempse Tanppel Lanis
vt Al Lerghee

e Tmlape—

Identitoo Mesmiation Dolasmnen Komatian
Mensppal O Seriie Do e wein, anan
1B aus Mensgoe D0 teca it aer Ot
Atamen Pasmar oS urmen emetian

Tanggal (mboemes Kemation

Y

KIRIM PERMOHONAN b-

D. Kemudian Kklik Maka akan menampilkan notifikasi konfirmasi
untuk mengirimkan permohonan seperti pada gambar berikut:

>
menyatakan:

Apakah anda yakin? \

E. Klikmaka akan menampilkan notifikasi bahwa permohonan Surat

Keterangan Wasiat berhasil dilakukan seperti pada gambar berikut :

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

EEMINTERIUAN HUKLM DAN HAX ASAS MANUSIA FEPUBLIK NOONESW

Permiobonan Data Surat Keterangan Wasat Anda Sudah Kaeni Terima

F. Pemohon juga akan menerima email pemberitahuan bahwa permohonan Surat
Keterangan Wasiat sedang diperiksa seperti pada gambar berikut :


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=pratinjaupermohonan.png
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AT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

hid DIREKTORA
Kim

Terima kasih telah mengirimkan pengajuan permohonan Surat Keterangan Wasiat

Permohonan Surat Keerangan Waslat Anda sedang Dilakukan Pemeriksian Paling Lama 3 hart darl Wakae
Parmetonan Anda

G. Pemohon akan menunggu hingga permohonan selesai diverifikasi oleh verifikator.

H. Ketika permohonan selesai diverifikasi oleh verifikator ada 3 hasil verifikasi yaitu Terdafar,
Tidak Terdaftar, Permohonan Ditolak.

Permohonan Surat Keterangan Wasiat Terdaftar

Buka email sesuai alamat email yang dimasukkan pada Form permohonan, maka akan

memperoleh email sebagai berikut:

Torsaa Pervanoran 2 Sum Keterangan Waskt e

e Maday AN,

......

e Kilik Download data WasiatTebal maka akan berhasil mengunduh Surat

Keterangan Wasiat Terdaftar seperti pada gambar berikut:
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Nomor : AMU.2-AM.04.01-141 Kapads Yih
Panbal ¢ Surel Keterangan Wasat
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SehubunQan dengan Surat permohonan Saudard padas Langgal 04 Mei 2017, perihal permonhanan
Keterangan Wanist atas nama
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Dengan i diterangkan, batwas dalam daetabase Seksl Daftar Pusst Waslal, Subidit Harta
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Akt tersebut adaleh okta wasiat yang terdaftar yang kami terima beedasavkan laporan bulanan
Notaris sampal dengen Surat Keterangan Waesiat @l dibast, Untuk memenuhl sses publsitas dan
formaltitas, maka akta wasiat tersebut harus didafarcan pada <antor Balal Harta Peninggalan di
wilayah kera savdara, mengingat akla wasiat akan berakibat hukum setelah pewasiat meninggasl
dunin

Deenikinn Surat Keterangan Wasiat iy dibuast, apablia temyata terdapat kekeliruon di calamnya,
whan diper bkl sebagaimans rreslinga.

a.n, Direktur Perdates,
Harte dan N

b=/

Agusting Sethyswat!, S.H._ MM
NIP. 19670815 199703 2 004

Tembusan Kepada Yrh,
Direktur jendersl Administras! Hukum Umyum (Saboagal Loporan)
Dicetak Tanggal ' 05 Mei 2017

Surat Keterangan Wasiat hanya dapat didownload satu kali, ketika pemohon klik Download
Data WasiatTebal untuk kedua kali maka akan tampil notifikasi seperti berikut :

Permohonan Surat Keterangan Wasiat Tidak Terdaftar

* Buka email sesuai alamat email yang dimasukkan pada Form permohonan, maka akan
memperoleh email sebagai berikut:


https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=suratketeranganwasiatterdaftar.png
https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=wasiat&media=notifikasisqkterdaftar.png

Transaks Permohonan Data Surat Kelerangan Wasa! e A8

Tewtbnm Jowdmsl M) 00w g 13V |1 vt o v
4
o
T '
ot
Toineds perstore (4 wsd hdeece rand Moe l0d Vet id Lot w e “ « A ks
e

Klik Download Data WasiatTebal maka akan berhasil mengunduh Surat
Keterangan Wasiat Tidak Terdaftar eperti pada gambar berikut :
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Surat Keterangan Wasiat hanya dapat didownload satu kali, ketika pemohon klik Download
Data WasiatTebal untuk kedua kali maka akan tampil notifikasi seperti berikut.

Permohonan Surat Keterangan Wasiat ditolak

e Buka email sesuai alamat email yang dimasukkan pada Form permohonan, maka akan
memperoleh email sebagai berikut:
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e Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mena=gajukan kembali permohonan tanpa
mekaukan pemesanan voucher dalam jangka waktu 60 hari dari waktu pembayaran voucher.

e Melakukan permohonan karna permohonan yang ditolak, pada email klik Disinl aka akan
menampilkan Form permohonan SKW dengan nomor voucher otomtis terisi seperti pada
gambar berikut ini.

2. Pemesanan Nomor VVoucher Permohonan SKW

Ketika melakukan permohonan Surat Keterangan Wasiat, harus melakukan pemesanan nomor
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voucher permohonan Surat Keterangan Wasia. Langkah-langkah pemesanan voucher
pelaporan wasiat adalah sebagai berikut.

A. Pada Form permohonan Surat Keterangan Wasiat klik o untuk pembelian voucher seperti
pada gambar berikut ini:

O~

Dats Perersen Satst Surmarges woasmt

Maka tampil halaman pemesanan voucher seperti pada gambar berikut ini:
FEVESANAN NCWCE VIRCHER

W b )

o m—— & h 1+ et e e et &+ g e
. —— —— . B e ot

B. Pada Form pemesanan voucher terdapat data antara lain:

= Pelayanan Jasa Hukum = Tampil Pelayanan jasa hukum Harta Peninggalan — Pemberian
Surat Keterangan Surat Wasiat

= Nama Almarhum/Almarhumah = Masukkan nama almarhum/almarhumah
= Email Pemohon = Masukkan email pemohon
= Nomor HP = Masukkan nomor Hp pemohon

. . . . SIMPAN .
C. Centang pada disclaimer pemesanan voucher kemudian K|Ik- maka berhasil
melakukan pemesanan voucher dan tampil bukti pemesanan voucher sebagai berikut :

BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER

Bukti pemesanan voucher terdiri dari Kode voucher, Nama Almarhum/Almarhumah, Email
Pemohon, Nomor HP, Tanggal Transaksi, Tanggal Expired, Tagihan dan Status
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D. Agar dapat menggunakan kode vouher pada permohonan SKW , pemohon harus melakukan
pembayaran kode voucher pada Bank Persepsi.

wasiat.txt - Terakhir diubah: 2018/01/10 03:08 oleh superadmin



